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BUPATI KAPUAS HULU -
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT |

- Mengingat, |

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 78 TAHUN 2018

‘ TENTANG

- PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

L Mgni;nbé.ng

KABUPATEN KAPUAS HULU -

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

' BUPATI KAPUAS HULU,

bahw_a dalam rangka kelancaran pelaksanaan

pengadaan barang/jasa pada Badah Usaha Milik.
~ Daerah dapat bex]alan dengan tertlb efektif, efisien,
‘akuntabel, adil, transparan dan kompetltlf sehingga

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi .-

administrasi, fisik dan’ keuangan maupun manfaatnya .
-bagi kelancaran tugas dan pelayanan kepada.

masyarakat;

bahwa untuk melaksanakan keteﬁtuan Pasal 93 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

tentang Badan Usaha Milik Daerah

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

‘menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan .

Barang/Jasa . pada Badan Usaha Milik Daerah_'

. B Kabupaten Kapuas Hulu;

. " Undang—Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
' Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun.
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di:

Kalimantan ({Lembaran Negara Repubhk Indo_nesm
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 -

- Nomor 72,. Tambahan Lembaran Negara Repubhk
" Indonesia Nomor 1820) : '

- Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang

Perusahaan " Daerah (Lernbaran Negara Republik

' Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
 Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 2387),

1

e

5



. ‘Undang-Undang Nomor ‘23 Tahun 2014 tentang =
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk |
Indonesua. Tahun 2014 Nomor - 244, Tambahan R
‘Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nornor 5587), -
_-“Sebagalmana telah - beberapa kali diubah terakhir '~
' ) dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang' L o

S Perubahan Kedua Atas. Undang—Undang Nomor 23

_ :‘.Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran - .
b _-"Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; =
- Tambahan Lembaran Negara Repubhk _IndoneSIa o
" Nomor 5679); Lol HE S
Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang : T
~ ' Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran ‘Negara BT
) Republik Indonesia Tahun . 2005 Nomor 14.'0,' _
- Tambahan - Lembaran Negara Republik . Indonema e
~ Nomor 4578);

-:: 'Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang L

Badan Usaha Milik - Daerah (Lembara_n Negara

" Republik Ind‘onesia" “Tahun 2017 Nomor 305,

| - Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indone31a

Nomor 617 3)

Peraturan Pr351den Nomor 16 Tahun 2018 tentang

: Pengadaan Barang/ Jasa Pemenntah

_ -Peraturan Menten Dalarn Negen Nomor 1 Tahun 1984
:.':tenta.ng Tata Cara Pembmaa_n dan Pengawasan
" Perusahaan ‘ Daerah d1 ngkungan Pemermtah
Daerah; - | ' : o

: ‘Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 17 Tahun o
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang S
- Milik Daerah, :

"Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1

Tahun 1991 tentang Pendirian . Perusahaan Daerah - '

. Air Mmum

10,

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7

. Tahun 2012, tentang Pembentukan Perusahaan

‘Daerah Uncak Kapuas sebagalmana telah . diubah .
- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu - '_

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas,--._j.
- .Peraturan Peraturan ‘Daerah Kabupaten Kapuas Hulu - . o
"_Nomor‘ 7 Tahun 2012 tentangI Pembentu_ka_n'"' o

Perusahaan Daerah Uncak Kapuas,



""{1:'1.'_ Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ‘Nomor 9 L
RN -..""::_Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha =~
R . Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas :j.;:
‘ ‘ f_.Mandln sebagaimana - telah diubah . beberapa kali, R

' '_'terakhlr dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas T

--_f'.fHulu Nomor 23 Tahun 2015 tentang ‘Perubahan '
kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas"

Hulu Nomor 9 Tahun 2012 _tentang Pembentukan_{

o ’ L Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak':_ S

o ZKapuas Mandm,

MEMUTUSKAN

 Menetapkan 1" "PERATURAN _BUPATI ~ TENTANG - PENGADAAN
SR o ’ BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.:-'-_"--- |

IR L R KABUPATEN KAPUAS HULU.
@b St BABI
KETENTUAN UMUM
Lo D ' Pasall R
. Dalam Peraturan Bupau n’n yang dlmaksud dengan

REITEE 0
1 ':Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu

2 Pemenntahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemenntahan oleh_"- :
:.Pemenntah Daerah dan DPRD ‘menurut azas. otonoml dan tugas
e pembantuan dengan pnn31p otonom1 seluas—luasnya dalam szstem dan
"'pnn51p Negara Kesatuan Repubhk Indonesia sebagalmana dlrnaksud dalam '

e o Undang Undang Dasar Negara Repubhk Indonesxa Tahun 1945

: '3.Pemenntah Daerah adalah kepala daerah sebagal unsur penyelenggara L

o ; E"Pemermtahan Daerah yang mem1mp1n pelaksanaan uruselm pemermtahan"-

o . B 5 “yang men_]adl kewenangan daerah otonom. -

4. "Bupatl adalah Bupat1 Kapuas Hulu

g 5 Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya dlsmgkat BUMD adalah badan' {. o

SRRt usaha yang selu'ruh atau sebaglan besar modalnya d1m1hk1 oleh Daerah

o 6 j'_Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BUMD L
5 7 f—_-'Dlreken adalah Du‘ekm BUMD :: SRR r,- ' =

T pinijaman atau h1bah dan penyertaan modal baik yang dllaksanakan secara

-Pengadaan Barang/Jasa adalah keglatan untuk memperoleh Barang/Jasa.f :' :_ o
- yang” dlbutuhkan oleh” BUMD dan d1b1aya1 dengan ‘anggaran BUMD, -

s E_swakelola maupun oleh penyedla barang/ jasa yang prosesnya dnnu1a1 dari

f_.gi';perencanaan kebutuhan sampa1 dlselesalkannya seluruhl keg1atan untuk
R _memperoleh barang/ Jasa B mehpuu ’ pengadaan barang, pekeljaan :

;konstruk& _]asa konsultans1 dan _]asa lamya

-: :_pemegang kewenangan penggunaan anggaran BUMD

3 :'Pengguna Anggaran yang selan_]utnya dlsmgkat PA adalah pejabat'



:: 1 0 _Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa adalah Dlrektur BUMD
11 PeJabat Pembuat Komltmen ‘yang selanjutnya dlslngkat PPK adalah pejabat
yang diberi: kewenangan oleh PA. untuk mengambll keputusan dan/ atau

y "5-'::fme1akukan Undakan dalam pengadaan barang/_;asa yang _dapat‘
jmengaklbatkan pengeluaran anggaran belanja BUMD. S

5’ 12 Kelompok Kexja Pemlhha.n adalah panitia yang berjumlah gasal dan

o 3 beranggotakan sekurang kurangnya 3 (tiga} orang dan dapat dltambah '
. . sesuai’ dengan kompleks.itas pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan

8 _D1rektur untuk melaksanakan permhhan penyedia barang/ jasa.

o f:ll?_;_.'_ffPejabat adalah seseorang yang dltunjuk untuk: melaksanakan permhhan'

= :i_ E'penyedla barang/ Jasa yang dltetapkan dengan Keputusan Dlrektur '

'_: - .14.'{:5; Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, bmk yang

L berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang d1d1r1kan dan

;berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum. Negara‘

' .if | Republik Indonesia, baik senchn maupun bersama-sama melalui pelj]an_]lan |

o ::menyelenggarakan keglatan usaha:dalam berbagai bldang ekonorm
e 15: Rencana Umum Pengadaan - barang/_]asa yang - selan_]utnya disingkat RUP

~adalah daftar rencana pengadaan barang/;asa yang akan dilaksanakan
“oleh BUMD. ' ' :

16. 'Satuan Pengawasan Internal atau Audlt Internal adalah unit kerja pada

: BUMD yang melakukan pengawasan melalui audit, revieu, pemantauan,
'evaluas1, dan keglatan pengawasan laln terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungs1 BUMD. -

o _1'_?.."._-_Pan1t1a Pemenksa Hasﬂ Peker]aan adalah pamtla yang berjumlah gasal dan

' ?beranggotakan' sekurang—kurangnya 3 (tiga) orang ‘dan dapa;t ditambah
7 "sesual dengan komplek31tas pekerjaan yang ditetapkan denga.n Keputusan
' Direktur: yang bertugas dan menerima hasil peker]aan ‘

g :'3:181: .Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah seseorang yang dltun_luk antuk

o “ bertugas dan menerima hasﬂ pekexjaan yang dltetapkan dengan Keputusan
el =3-_D1rektur : : ' T

: ";' 19 -Penyedla Barang/Jasa adalah badan usaha/ pelaku usaha atau orang

_;-_perseorangan “yang . menyedlakan barang/pekeljaan konstruk31/ jasa
L Tkonsultanm / jasa lainya. . ' | :

20 :'Pemﬂlhan ‘Penyedia Ba.rang/Jasa adalah’ keglatan untuk menetapkan"

- :i?" penyedla barang/ Jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekeljaan

34 21 Barang adalah setiap benda ‘baik berwujud maupun tldak berwu_]ud

L fflfbergerak maupun t1dak bergerak, yang dapat dzperdagangkan, d1paka1
ff ::':_dlpcrgunaka,n dtau ‘dimanfaatkan = oleh Pengguna_ Barang_ yang

i i 5:3 p eSlﬁkasmya d1tetapkan oleh pemlhk pekerjaan

_ 2, .-"Pekerjaan Konstruks1 adalah seluruh peker]aan yang berhubungan dengan
S pelaksanaan konstruks1 bangunan atau pembuatan Wujud ﬁs1k 1amnya |




23

04,

Jasa Konsultan31 adalah Jasa layanan profesional yang membutuhkan_'
' keahhan tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya

olah p1k1r (bramware) |

-Jasa Lamnya, adalah jasa yang membutuhka_n kemampuan tertentu yang "
- mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola

yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu

- pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa

26.

27

-._,.28.

- 30.

. 31.

34,

35..

132,

SRR .konsultan31 pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
- 25,

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan

~harga barang/j jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Pembellan secara Elektronik yang selan_]utnya dlsebut E-purchasing adalah

“tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Sertiﬁkat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan

_. darl ‘pemerintah atas kompetenen dan kemampuan profesi dibidang

Pengadaan Barang/Jasa.

Swakelola adalah cara pengadaan barang/jasa dimana 'pekerja_annya'
direncanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi sendiri oleh BUMD.

:- Dokumen Pemlhhan adalah dokumen yang dltetapkan oleh Kelompok
' KerJa/ Pe_]abat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang
| harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.

Kontrak Pengadaan Barang/jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah
perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau
pelaksana swakelola.

Kontrak Payung adalah kontrak harga satuan dalam perlode waktu tertentu _
untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu

pengirimannya pada saat Kontrak dltandatangam

‘Kontrak ' Tahun Jamak adalah kontrak - pengadaan barang/ jasa yang

membebam lebih dari 1 {satu) Tahun Anggaran ' dilakukan setelah

‘mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, berupa pekerjaan yang penyelesaiannya

.. . lebih dari 12 {dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;
" atau pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan
- untuk jangka waktu lebih dan 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling larna 3_
_ (tiga) Tahun Anggaran, R
. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang bens1 ikrar untuk mencegah '
" dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotlsme dala_tn pengadaan
‘barang/jasa. : | _
Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE,
‘adalah  unit  yang dibentuk untuk Penyelenggaraan sistem pelayanan

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di daerah. i

E—Tendermg adalah tata cara permllhan Penyedla Barang/Jasa yang
- dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedla'
Barang/Jasa yang: terdaftar pada sistem pengadaan secara elektromk
. dengan cara menyampalkan 1 (satu) kali penawaran dalam waktiu yang

- _tela.h d1tentukan L

_"-*-’9.?



. i‘,--.
at .

Katélbg" " elek'tronik' ataii E-Catalogue adalah -sistem informasi elektronik

=+ - yang memuat daftar; jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu

38,

... dari berbagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah..
.37,

Usaha Mikro. adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/ ataﬁ

- badan usaha yang memenuhl kriteria Usaha Mikro ‘sebagaimana dimaksud

dalam undang—undang yang mengatur mengena1 Usaha Mlkro, Kecil dan

B _' Menengah
‘Usaha Kecﬂ adalah usaha ekonomi.- produktlf yang berdln sendiri dan

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan

i mefupakan “anak perusahaan atau bukan cabang 'perusahaan yang

_ o mengenai Usaha Mﬂcro, Kecil dan Menengah
. 39

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
_ _langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuh1 kriteria

Usaha Kecil sebagalmana dimaksud dalam Undang—Undang yang mengatur

: I
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produknf yang berdiri sendm

- yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan
o ~merupakan “anak perusahaan atau cabang perusahaan' yang dimiliki,-
E _d1kuasa1 atau menJadl bagian baik 'langsung maupun tidak langsung
3 _ dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau

hasil penjualan tahunan sebaga_tmana dlatur dalam Undang—Undang

o tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

40,

Produk Dalam Negerl adalah ‘barang/jasa termasuk rancang bangun dan

perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri

- yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia.

41

‘Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jamman adalah ' jaminan tertulis

yang. dlkeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjamman/ Perusahaan
5 Asurans1/1embaga keuangan khusus yang menja]ankan usaha di bidang

_pemblayaan ‘penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indone&a_-

- sesuai dengan ‘ketentuan peraturan perundang»undangan di bidang

= Iembaga pemblayaan ekspor Indonesia.
42,

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta’

pemlhhan/ penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di
o seluruh BUMD dalam jangka waktu tertentu _- '

43.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang ter_]adl di luar kehendak para

. plhak dalam kontrak dan tidak dapat dlperklrakan sebelumnya, sehingga
o kewajlban yang d1tentukan dalam kontrak menjadl tldak dapat d1penuh1 )

(1)

Pasal 2

Maksud dlsusunnya Peraturan Bupat1 ini yaitu membenkan pedoman bagi

SR BUMD daiam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
: (2)

Tujuan dlsusunnya Peraturan Bupatl ini yaltu

- a. menghasilkan barang/Jasa yang tepat dari setje;tp uang yang

- dibelanjakan, _diukur dari aspek kualitas; jumlah, waktu, biaya, lokasi,
- dan penyedia; |



R
W = dan sesual ketentuan peraturan perundang—undangan 3 3 oL

a pelaksanaan kontrak

% b r-:rkuahtas barang /i Jasa

; C.: _fketepatan penghltungan Jumlah dan volume

e ’I‘1m Pengawas SO o '1' a

: '_';:-Menenga.h dan/ atau pelaku usaha daerah

;{'.;-jmemngkaﬂ{an kelkutsertaan mdustn kreatlf b

.'.::' ;menyederhanakan dan mempercepat proses pengambﬂan keputusan
f‘_';-memngkatkan kemandman tanggung _]awab dan profesmnallsme
'-:.:menlngkatkan smerg1 antar BUMD; dan P

. "'__’mer_ld_orqng pengadaan berkelanjutan. '

, , S BAB II ,
" PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA
ST . *Bagian Kesatu S
Penyelenggara Swakelola R
. Pasal3

!. Penyelenggara Swakelo]a terdm atas
as Tim Pers1apan R S o
b T1m Pelaksana dan T e e [

"_::_:'Tugas T1m Per31apan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1] huruf a yautu= e
rnenyusun ' | ‘ .
'a.:-. Sasaran -t

: B b . Rencana keglatan

. _j"Jadwal pelaksanaan dan |
i o d 'Rencana biaya.
-;.';f; :::;*:(3)_._ ,; S

TR ‘melaksanakan mencatat mengevaluaSI dan melaporkan secara berkala_. B n

Tugas Tim Pelaksana sebageurnana dlmaksud pada ayat (1) huruf b yaltu_

i 'kernajuan pelaksanaan keg1atan dan penyerapan anggaran.
) '_ '- 'I‘ugas Tim - Pengawas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ yaitu . -
'mengawas1 per31apan dan pelaksanaan fisik serta admlmstra81 Swakelola

Baglan Kedua
: Penyed1a
Pasal 4 |

Penyed1a Wa_}lb memenuh1 Kkualifikasi sesum barang/ Jasa yang dladakan .
| B .

.Penyedla sebagalmana dunaksud pada ayat (1 ) bertanggung Jawab atas

d. ] ketepatan waktu p_er_lyerahan, dan

7

_f_memngkatkan peran serta Usaha Mlkro Usaha Kec11 d_s_m Usaha :':'i':_:_ |



~.

_'_¢'.'i 'ketepa'ta:n tempat penyerahan.

: .B._agian Ketiga
" Persiapan Swakelola -
Pasal 5 -

- Persiapan Swakelola meliputi :
a, penetapan sasaran;

' b. _penyélenggai‘a_ Swakelola; = S

c. Rencana _k_egiatan;

- d. jadwal pelaksahaan; 'dan

e Renca_na Anggaran Blaya

@

-Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagalmana dlrnaksud pada ayat :

{1} hurufa d1tetapkan oleh PA.

©

@

Penetapan penyelenggara Swakelola sebagalmana dlmaksud pada ayat (f) _
' _._humf b dilakukan dengan Keputusan Direksi.

‘Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C dxtetapkan

, oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/ peralatan/ bahan tertentu

©)

yang dllaksanakan dengan kontrak tersendm

‘Hasil Pers1apan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagam:nana _
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja

keglatan /subkegiatan/output.

Baglan Keempat
Persmpan pengadaan Barang/Jasa melalui Penyed1a
Pasal 6

'.Perszapan Pengadaan Barang/ Jasa melalm Penyedla dllakukan ‘oleh PPK

' mellputl keglatan

a.

menetapka_n Harga Perk]raan Sendlrl,

. menetapkan rancangan kontrak;

b
e
4

o .'("1)

-menetapkan spe51ﬁka51 tekn131/ Kerangka Acuan Kerja dan

menetapkan uang - muka, _]armnan uang muka, Jamman pelaksanaan, -

jaminan peme.hharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
© BABII
' JENIS KONTRAK o
Pasal7 |

Jems kontrak Pengadaan Barang/ pekexjaan konstruksu /iasa lamnya terdiri

_ atas:

L a HargaSatuan - o |
b TenmaJad1(mmkey) E o o |

4



'c" Kontrak Payung, dan

d Kontrak Tahun Jamak

(2) Jems kontrak Pengadaan J asa konsultans1 terdm atas

a Waktu Penugasan

b Kontrak Payung, da.ﬁ

) c Kontrak Tahun Jamak

i Pelaksanaan kontrak terd1r1 atas

:rfcia '*" o ﬂo _.'_'.c"?".-m

e
coa

pER : pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedla
L mampu menyelesalkan pekerj]aan, PPK. membenkan kesempatan penyedla

penandatanganan Kontrak; - - | B

1 penyesualan harga, ,

’ -penghentlan Kontrak atau berakhirnya Kontrak;

o . BAB v _
2 PELAKSANAAN KONTRAK

Pasal 8 ‘
i

: penetapan surat penunjukan Penyed1a Barang/ Jasa (SPPBJ)

. pemberlan uang muka; N
5 pembayaran prestasi pekerjaan,
N perubahan kontrak

pemutusan Kontrak , _ o o -

serah Terlma Hasﬂ Pekerjaah; dan e

penahganan Keadaan Kahar.

| "BABV
o PENYELESAIAN KONTRAK
~ Pasal9

Dalarn hal penyedla gagal menyelesalkan peke:gaan sampaj masa

S 'untuk menyelesalkan pekexjaan _ ‘
_'Pembenan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesalkan pekezjaan g
- ".sebagalmana dimaksud’ pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak
:'yang di dalamnya mengatur waktu penyelesa_tan pekerj]aan, pengenaan

2 sanks1 denda keterlambatan kepada penyedla, dan perpanjangan Jamman'

S pelaksanaan.”
@)

Pembenan kesempatan kepada penyedla untuk menyelesalkan pekeljaan

o o sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dapat melampau1 ’I‘ahun Angga.ran




%

N

@

- Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap

‘tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

_ BAB VI
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
" Pasal 10

_Set_e_lafx pekerjaan éelesai 100% (seratus persen) sesiiai dengan ketentuan

yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara -

PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/ jasa yang diserahkan,

PPK dan penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. - -

Pasal 11

'PPK menyerahkan barang/Jasa sebagaimana dunaksud dalam Pasal 9

| kepada PA.

PA memmta Pejabat Pemerlksa Hasﬂ Peketjaan/ Pamha Pemenksa Hasil =~

' barang/Jasa yang akan diserahterimakan.. L

)

_Hasﬂ pemenksaan sebagalmana dnnaksud pada ayat (2} dltuangkan dalam'
:Benta Acara : . _

Pasal 12

, Pengadaan Barang/ Jasa pada BUMD mehputl

a0 o

s a. .'
b
| - kompetitif;

barang;

_ pekeljé.an konstruksi;

~jasa kons_ulténsi; dan

jasa lainnya.

| BAB VIl
KEBIJAKAN PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/J ASA
. Bagian Kesatu
Kebijakan -
Paéal 13

:_ Kebgakan pengadaan barang/j jasa mehputl

-menmgkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/ Jasa;

melaksanakan pengadaan barang/ _]asa yang leb1h transparan terbuka, dan o

memperkuat kapas1tas kelembagaan dan sumber daya manus1a pengadaan
- 'barang/ jasa; ' ' '

'mendorong penggunaan barang/_]asa dalam negeri dan Standat Nasional

_-Indonesm(SNI) dan .. . o o ‘

L rnenggunakan teknolog1 mformasi dan komunikasi;_ serta transaksi = -
. elektonik; o S



A S

o

o '_ fPengadaan barang/ Jasa pada BUMD menerapkan pnn31p pr1n51p sebagal' o
,'}'-}_.berlkut o |

la.

Bagian Kedua
Prinsip-
Pasal 14 o

-_terbuka, berartl pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua semua._” .
. penyedla barang/Jasa yang. memenuhi persyaratan/kntena tertentu -
_berdasarkan ketentuan dan prosedur yang Jelas,

~ persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedla barang/jasa

' .barang/jasa, : | | | |
“adil berarti memberlkan perlakuan yang sama bag1 semua calon penyed1a' -
- barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak

tertentu, dengan tetap memperhatlkan kepent:mgan nasional; dan

| ':akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait
‘dengan pengadaan barang/jasa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

| y |

‘Bagian Ketiga =~ \ _

Btika ‘
Pasal 15

f—Para p1hak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus
_"mematuhl etika sebagai berikut : -

rnelaksanakan tugas secara tertib rasa tanggung jawab untuk mencapal

sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapalnya tuJuan pengadaan

barang/ jasa;

‘11' |

i membenkan kesempatan kepada Usaha Mlkro Usaha Kecﬂ dan Usaha S
Menengah Lo : _ :

3 _leﬁsmn, b'erai:i:i pengada'é.n' ‘barang/jasa harus .di'lis'ahakail dengan" |
- menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapeu kualltas dan -
" 'sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah | _
'- ':dltetapkan untukmencapai hasil dan sasaran dengan kuahtas yang' .
"""makmmum, S o | _ : l _'
. efektif, berarti pengadaan barang/ jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan BERE
"'_sasaran yang telah ~ditetapkan serta: memberlkan manfaat yang'__

B sebesarbesamya, ' S
L transparan berarti semua- ketentuan dan mforma31 mengenm pengadaan'_- L .
_-:barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oIeh penyedla. L

: : -‘;barang/ Jasa yang | berminat. serta oleh masyarakat pada umumnya, ' E

_ bersamg, berarti pengadaan barang/_]asa harus dﬂakukan r.nelalul-..: Co

:f-yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh
-barang/ jasa yang ditawarkan secara kompetititf dan tidak ada intervensi .
‘yang = mengganggu termptanya mekanisme pasar dalam pengadaan' |

™~



-
et
e,

beker_;a seca_ra profesmnal dan mandm serta menjaga keraha31aan L
- dokurnen pengadaan barang/ _]asa yang menurut s1fatnya harusf-' L
o L}f:ﬁ_-jldlrahamakan untuk mecegah teljadmya penylmpangan da]am Pengadaan O

:ftldak sahng mempengaruhl, ba11( langsung maupun tldak langsung yangh T

| .:- i_-;"beraklbat teljadmya persamgan tldak sehat o _ C
:menenma dan bertanggung]awab atas segala keputusan yang d1tetapkan B
sesuai dengan kesepakatan tertuhs para plha.k S :

. _z'.f'_'menghmdan dan mencegah terjadmya pertentangan kepentmgan para -

- . pihak yang terkmt ‘baik secara Iangsung maupun tidak | langsung dalam'i---" -

_ _:__:'proses pengadaan barang/ Jasa ' :

enghmdan dan mencegah terjadmya pemborosan dan kebocoran' | .

S ":ﬁ';i 'keuangan BUMD dalam pengadaan barang/Jasa, _
| .':_Imenghmdan dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusu o
: zdengan tujuan untuk keuntungan pmbadl, golongan atau'plhak la.ln yang E K
L secara langsung atau tldak langsung meruglkan BUMD; dan S

“h =":é-tldak menenma tidak menawarkan atau tidak menjanjlkan untuk memben' o
A atau menerima: hadlah 1mbalan Komisi, rabat dan berupa apa saja dari® .
e ¥ atau kepada siapapun yang dlketahul atau patut dlduga berkaltan dengan .
PR pengadaan barangjjasa B AR S N I_ |

_lf

: ; . BAB VIIE _ _
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG /JASA ,
- | Pasal 16 - SRR ! -

Pengguna Anggaran /KPA

" b CPPK;

Kelompok Kelja/ Pejabat Pengadaan dan .

d Pamtla /Pejabat Pemenksa Hasﬂ Pekeljaan

Orgamsam pengadaan barang/_]asa untuk pengadaan melalul Swakelola" L

"

SRR @_terdm atas

Pengguna Anggaran / KPA

:f;b PPK dan | ~ﬁp- '-“'Jiafliii:a: f;ﬂJ ' ?7 :£§ f.

A , _fa me mpunyal tugas dan kewenangan Sebagau benkut

Pan1t1a/ Pejabat Pemenksa Hasﬂ Pekexj]aan

It -.,f,,

Pasal 17

-:;';Pengguna Anggaran sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 16 ayat {1) huruf

Al membuat dan menetapkan Rencana Umum Pengadaan, .

Orga.msam pengadaan barang/ Jasa untuk pengadaan melalm permhhan'__ '

{?iiri

i :penyedza barang/ jasa. terdm atas



S menetapkan PPK

menetapka_n Kelompok Kezja/ Pejabat Pengadaan dan e

T f: g menetapkan Pan1t1a/ Pejabat Pemenksa Has11 Pekerjaan TS

-anggaran yang tersedla

Pasai 18

tugas dan kewenangan sebagal benkut : a - ;
A, membuat rencana pelaksanaan pengadaan barang/ _}asa yang mehputl
1"."' spes1ﬁka31 tekms barang/Jasa L :'_ _j il
2 Harga Perkn'aan Sendln (HPS) dan SIS
e 3 rancangan kontrak ' RERN : :‘  | .
b ._;:".'menerbukan Surat Penunjukan Penyedla Barang/ Jasa (SPPBJ )

¢ menandatangam kontrak

mengendahkan pelaksanaan kontrak

'kepada Pengguna Anggaran, o L ST
' pengguna anggaran dengan Berlta Acara Penyerahan Hasﬂ Pekeljaan '
o hambatan pelaksanaan peker_laan kepada Pengguna Anggaran dan-
;;--Pengadaan Bara_ng/J asa

] hal dlperlukan PPK dapat 5
o mengusulkan kepada Pengguna Anggaran

1 - perubahan pa_ket pekerjaan, dan / atau
e '2.' .perubahan jadwal keglatan pengadaa.n
- __ b nienetapkan um pendukung, ,

7 untuk membantu pelaksanaan tugas pamtla da.n

e

pényedla barang / _] asa

:ﬁ mengumumkan secara Iuas Rencana Umum Pengadaan melalul papa_n :_ _
"‘ pengumuman atau Web31te BUMD/ LPSE Kabupaten Kapuas Hulu A

Pengguna Anggaran dalam membuat Rencana Umum - Pengadaaan:'f:
-:'sebagalmana dlrnaksud pacla ayat (1) huruf a berdasarkan atas-usulan 7
':{kebutuhan dar1 baglan atau Umt Ker_}a BUMD dan dlsesualkan dengan. LR

_PPK sebagalmana chmaksud dalam. Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyaif";_'?'?':.

melaksanakan kontrak dengan Penyedla -Barang/ Jasé.v | f | ; ._ T
b melaporkan pelaksanaan/ Penyelesalan Péngéd#an Baréﬁé/ Jésa..
e ':".?'_menyerahkan hasﬂ ‘pekerjaan - Pengadaan Barang/Jasa kéﬁéda f:'.
melaporkan kemajuan pekeljaan termasuk penyerapan anggaran dan S
ménylmpa.n dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaah

> Selam tugas dan kewenangan sebagalmana dxmaksud pada ayat (1) dalam o

c. menetapkan tu:n atau tenaga ahh pemben penjelasan tekms (aanwyzer) - :

m.enetapkan besaran uang muka yang akan dlbayarkan kepada :



SN | ._ | Pasal 19 o |
- .Untuk dltetapkan Sebagal PPK harus memenuhl persyaratan sebaga:. benkut
| =a5- jj ;memlllkl mtegrltas, o :~:.-i- S : _

- o b . "'mem111k1 dlSlp]ln tmggl,

': c =--'1'1"1en‘1111k1 tanggun’awab dan kuahﬁkam tek:ms serta mana_]enal untuk '
melaksanakan tugas, " '

d... mampu mengambll keputusan bertmdak tegas dan memiliki keteladanan
Sl 'dalarn sikap penlaku serta tldak pemah terhbat Korups1 Kolum dan
. '_Nepotlsme (KKN), Ee

e .:menandatangam pakta mtegntas

" :'_': .: : f _:‘adak menjabat sebaga1 pengelola keuangan dan

_;dlutamakan yang memlhkl sertlﬁkat keahhan Pengadaan Barang/ J asa

_ Sl _ Pasa120 7 _ :
B __'PPK dllarang mengada_kan ikatan perjanjian atau rnenandatanganl kontrak
.' __ _dengan penyedia barang/_}asa apabﬂa belum  tersedia angga‘u"an atau tldak
o _cukup tersedia anggaran yang dapat mengalubatkan dllampaulnya batas
Lo _janggaran yang tersedla da.lam Rencana Kerja dan Anggaran BUMD

_‘_'Pasa_121‘_
: (1)‘ BUMD diwajibkaﬁ 'mempunyai Kelompok Kerja Pemilihan/Péjabat
- Pengadaan yang dapat membenka.n pelayanan/ pembmaan ' d1b1dang
- ' Pengadaan Bff'll‘«'mg/J&%‘L I I R S S O
:Keanggotaan Kelompok Ktea Permhhan/ Pe]abat Pengadaan sebagalmana -
o . : -_dlmaksud pada ayat (I)Wa_]lb ditetapkan untuk :

SL £ a., '.pengadaan barang/pekerjaan konstruk31/_1asa lamnya dengan nilai
. ':;; ; s sampal dengan Rp200 000. 000 00 (dua ratus juta rupiah); dan .
S b -pengadaan Jasa konsultansi dengan nilai sampai depgan
i Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). [
j - '(3_=) 3 ;}Paket Pengadaan Barang/ Pekeqaan Konstrukm/Jasa Lamnya yang bern11a1
'“"“éfsampal dengan Rp200 000.000,00 (dua ratus juta ruplah) dapat
11aksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan .

- (4) ;._paket Pengadaan Jasa Konsultans1 yang bernilai sa.mpal dengan
Rt -'_prlOO 000 000, 00 (seratus Juta rupiah) dapat d11aksanakan oleh 1 (satu)
a =::;orafag Pejabat Pengadaan | . : |

; (5) E}'_":'LKelompok Kerja pemlllhan / Pe_]abat Pengadaan dapat d1bantu oleh tlm atau
/' tenagaahli pemberi. penjelasan teknis (aanwijzer). S “

Pengadaan Langsung:dﬂaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

e, 7



Pasal 22

.:-_1=Untuk dltetapkan sebaga.l Kelompok Kerja Pemﬂ]han/ Pejabat Pengadaan |

f- fharus memenuhl persyaratan sebagai benkut

. | b,

e

- Kelja/ Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; o

. mermlakl mtegntas, dlSlphl’l dan tanggung Jawab dala.m melaksanakan. :
K tugas, ' ' ' '

. :'_;: memahanu pekerjaan yang akan dladakan

memaham1 Jems pekerjaan tertentu yang rnen_]adl tugas Kelompok._'_ o

g
1 _

' 'memahaml isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan, -

."='.=",mem111k1 sertifikat keahlian Pengadaan Barang/ JaS""l SESual dengan T
-'kompeten31 yang dlpersyaratkan, dan . B

|
menandatangam pakta mtegntas

:ﬁf .'(2) ; Kelompok Kerja Pem111han/ Pe;abat Pengadaan mempunyal tugas dan-' :
S ."kewenangan sebageu benkut | ' -

,menyusun rencana pemlhhan Penyedla Barang/J asa;

menetapkan dokumen permhhan

) 'mengumumkan pelaksanaan ' Pengadaan Barang/Jasa ~ untuk -
- Pelelangan/ Seleksi di website BUMD/LPSE Kabupaten Kapuas. Hulu '
.atau papan pengumurnan resmi untuk masyardkat;

menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalm prakuahﬁkam atau :
pascakuahﬁka31 : ' '

melakukan evaluasi administrasi, teknis_ dan harga terhadap
- penawararn yang masuk i , | i '
| 'khusus untuk Kelornpok Kerja Pexmhhan / Pejabat Pengadaan

. r-men_]awab sanggahan,

2. _' menetapkan Penyedla Barang / Jasa untuk

' a.-pemlhhan langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan

KonstruksﬂJasa Lainnya yang bernilai sampai dengan

Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah); dan |

. b seleksi- untuk paket Pengadaan Jasa Konsultans1 di atas_
'Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). |

'_3.'7menyerahkan sahnan dokumen pemlhhan Penyedla Barang/Jasa g
”._.;kepadaPPK R S DR o R

I

I

. 4 -menyunpa:n dokumen ash pemlhhan Penyed1a Barang/ Jasa.

o khusus Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan

1 menetapkan Penyedla Barang/ Jasa untuk:

a pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/ PEkeIJaan -

- . kontruksi/jasa: lainnya = yang bemllal sampau dengan -
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)  dan penunjukan_.
- :;f"ﬂ"-'langsung, SR, | - L ; | o _ -

15



b pengadaan langsung untuk paket Jasa konsultansa yang bernﬂa; -

_ penunjukan langsung e o ! “ _ E
2 rnenyerahkan dokumen ash pe_rnilihari_-_ '_Penyed:ia .Baran'g/J_asa' "
kepadaPPK o _ o L o
h. | membuat laporan mengenm proses dan hasﬂ pengadaan kepada_ -
-_-'f;Dlrektur dan ST _ '_ S R
memberikan pertanggung;awaban atas pelaksanaan keglatan:
: Pengadaan Barang/ Jasa kepada Pengguna Anggaran ‘

Selam tugas dan kewenanga_n Kelompok Kerja Pemlhhan/ Pejabat .

E 2 G Kelompok Kerja Permilihan / Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada
CPPK: i S |

a perubahan Harga Perklraan Sendm (HPS), dan/ atau . -
B b perubahan spe31ﬁka31 tekms pekeqaan e y S
o . .' (4) % .Anggota Kelompok Kerja Pem111han / Pejabat Pengadaan berasal dan '

SN N pegawal BUMD BUMD lamnya atau 1nstan31 Iamnya '

i : '_ i'_ _;:'li _merangkap sebagal
"'-Z-'-:-':'a._;:PPK;_._ -
| --—b Pengelola Keuangan, dan
' Satuan Pengawas Internal (SPI) pada BUMD

R R Pasa123 : b L
6! ._;Pengguna Anggaran menetapkan - Pamtla/ Pejabat P.feinériksa" "__Hasil

= Pekexjaan dengan persetujuan Bupau

' ;BUMD BUMD lalnnya atau 1nstan51 lamnya o _ |
3} Pam’ua/ Pejabat Pemenksa Hasﬂ Pekexjaan harus memenuh1 persyaratan' i
b -fsebagal berlkut ' R R : R

'a_,

' ftugas, _:;.'j:‘ i

memaham1 isi kontrak A

'memlhkl kuahfikasn tekms, _ - R 3

1. menandatangam Pakta Integntas dan . - -

RS ; itldak men_]abat sebagal pengelola keuangan E | ol

| (4) Pamtla/ Pejabat Pemerlksa Hasil Pekerjaanl sebagmmana dlmaksud pada
7 ayat (2), r_nempunyal tugas dan kewenangan sebagal be“kUt

e _a:._f' melakukan pemenksaan hasﬂ ‘pekerjaan  Pengadaan Barang/ J asa
sesuau dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak B

sampal dengan RplOO 000. 000 00 (seratus 3uta ruplah] dan o

: Pengadaan sebagalma_na dlmaksud pada ayat (2), dalam hal dlperlukan -

: _'i_'Anggota Kelompok Kerja Pemﬂlhan/Pejabat Pengadaan dllarang:'-:_:. S

Anggota Pamtla/ Pejabat Pemenksa Hasﬂ pekegaan berasal dan pegawa1 | _ :

rnemlhkl mtegntas, dlslphn dan tanggung Jawab dalam melaksanaka IR



.
.

. pemeriksaan/pengujian; A

© ¢. membuat dan menandatangam Berita Acara Serah Terima Hasﬂ

- Pekerjaan; dan . \

d. ,_’menyerahkan hasﬂ Pengadaan Barang/Jasa kepada Bendaharawaal

Barang BUMD untuk dlcatat sebagai mventans BUMD

Dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahhan ‘teknis khusus

o dapat dlbentuk/ dltunjuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan

::i_(l.),

o tugas Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

(6)

“Tim/Tenaga Ahli sebagalmana dimaksud pada ayat (5) dltetapkan oleh
- Pengguna Anggaran. : !

Dalam hal pengadaan jasa konsultansi, pemerikéaan pekeljaian

. 'sébagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan setelah

berkodrdinaSi dengan pengguna jasa konsultansi yang bersangkutan.

Pasal 24

Penyedia Barang/Jasa dalam perlakuan Pengadaan Barang/Jasa harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut : ‘

a. :memenuhl ketentuan peraturan perundang—undangan untuk
“menjalankan kegIatan / usaha, '

b, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan tekms dan manajerial

untuk menyediakan barang/jasa; '

" b menerima  hasil Pengadaafi Barang/Jasa s¢te1ah m_élalui _

c.. memperoleh paling kurang 1 (satu). pekerjaan sébagai penyedia |

* barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di -

lingkungan BUMD, Pemerintah maupun Swasta, termasuk
pengalaman subkontrak kecuali bagt Penyed1a Barang/J asa yang baru
berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun,;

©od. memlhlq sumber. daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lam

yang diperlukan dalam Pengadaan Ba_rang/ Jasa;

e. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan,

Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai. perjanjian kerja sama

operasi/kemitraan yang memuat prosentase kemitraan dan
perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; '

f memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha

= mlkro, usaha kecil dan koperasi kecil . serta ke‘mampuan pada

subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kec1l

' g. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya

tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan

atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana '

| _ yang dibuktikan dengan surat pemyataan yang ditandatangani
Penyedla Barang/ Jasa;



-~
Eall

h ' sebaga.1 wapb pajak suda.h mem111k1 Nomor Pokok Wa_]lb PaJak (NPWP} o

L secara hukum mempunyal kapa31tas untuk menglkatkan d1r1 pada
kontrak ' ' - e ‘

- . tldak masuk da]axn daftar hltam,

Z:pengmmandan R _
[ i 1L .' menandatangam Pakta Integrltas

@ Persyaratan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf c, huruf €, huruf g

o : 'j_dﬂarang menjadl Penyedla Barang/Jasa kecuah yang bersangkutan |
EETY -'._mengambll cutl diluar tanggungan Negara/ BUMD |

: ‘kepenhngan dllarang menJad1 Penyedza Barang/Jasa

Pasal 25

i ?:. : -.;f_Sendlrl (HPS) dan peker_]aan yang akan dllelangkan | N |
2 -?Da_lam hal, kem1traan, yang dlperhitungkan adalah Kemampuan Dasar dan '
L perusahaan yang mewak111 kemltraan (leadﬁrm) R o

Pasal 26

dan telah memenuh1 kewa_nban perpajakan tahun terakhlr (SPT S

'rnermhlq aiamat tetap dan Jelas serta dapat dljangkau dengan _]asa'
ol dan huruf h; dlkecuahkan bagl Penyed1a Barang/Jasa orang perseorangan T
(3) _Pegawal Negerl 81p11/ Du‘ekm/ Pegawal BUMD secara orang perseorangan_' o

' .f;' ..Penyedla Barang/Jasa yang kelkutsertaannya memmbulkan pertentangan - : s

( Kemampuan Dasar pahng kurang sama dengan mlau total Harga Perklraan s -

1) Dalam ha.l 31fat dan hngkup keglatan Pengadaan Barang/ Jasa terlalu luas’ B

Y .'_'atau jenis keahhan yang dlperlukan untuk menyelesalkan kegiatan tidak

ok _;'fpelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa -
3 Ry a ' ‘dlbenkan kesernpatan yang memunglﬂnkan Penyedla Barang/Jasa
" saling bergabung dalam suatu konsorsmm atau bentuk kerja sama |

. "lam dan / atau

S " ahli asmg . | | |
o (2)° _:5 Tenaga ahli asmg sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1] huruf b, d1gunakan

S menangam keglatan atau peker_]aan

18 -

.'..'f_dapat dllakukan ‘oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa,. ma_ka c‘l_alam R
dlberlkan kesempatan yang memunglanan Penyedla Barang/Jasa 2
| atau- konsorsmm Penyedla Barang/Jasa untuk menggunakan tenaga -

sepanjang. dlperlukan untuk mencukup1 kebutuhan jenis® keahlian yang - '-
:; belum d1m111k1 dan untuk menmgkatkan kemampuan tekms guna



G . C BABIX D T
REN CANA UMUM PENGADAAN BARANG /JASA

S Pasal27

__ _:;Perencanaan pengadaan me1a1u1 Swakelola mehputl

i Penetapan ’upe Swakelola, .' S Lo
| b Penyusunan spe51ﬁka31 teknls/ KAK dan

Penyusunan perklraan blaya/ Rencana Anggaran Blaya (RAB}

R | . ;'pada ayat (1) humf a dlatur dengan Peraturan Dlrektur
L 7' Perencanaan pengadaan melalul penyedxa mehputl -
o a Penyusuna.n spe31ﬁkas1 teknis/KAK; dan

Penyusunan perkJraan blaya/RAB S -"'-"3;: ‘ |
g 'fbarang/ jasa yang dlbutuhkan berdasarkan usulan bag1an / unlt BUMD

Pasal 28

_ _isebagal bemkut

T a mengmdenﬁﬁkam - kébutuhaih | barang/_}asa B yang g'd'ipe_ﬂu'kan'” .

BUMD/yang juga sifatnya insidentil; . !

: Barang/Jasa,  :-'} e

: 'menetapkan kebl_]akan umum tentang

S EE pemaketan pekeij}aan, IR o
2. cara Pengadaan Barang/ Jasa, dan
;. 3 pengorgamsaman barang/ Jjasa.. ' |
SR -. g d menyusun Kerangka Acuan Kelja (KAK) ff_ EER o '-

(2) KAK sebagalmana dlma.ksud pada ayat (1) huruf d pa.hng Sedlklt memuat

- uraJan keglatan yang ‘akan dllaksanakan,
b waktu pelaksanaan yang dlperlukan _ . _
EN spe31fika81 teknis barang/ jasa yang akan dladakan, dan
od besamya perklraan biaya pekeljaan

Pasal 29

) :-:Z";Ketentuan mengenau penetapan ’ape Swakelola sebagalmana dnnaksud o

@) -'Dlrektur BUMD yang bertanggung _tawab atas pembuatan Rencana Kelja- 2
dan Anggaran BUMD setlap tahun membuat Rencana Umum Pengadaan.'

. -":_Rencana kebutuhan barang/ Jasa sebagalrnana dunaksud pada ayat (1] fﬁ._”
g ;_'dlcantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan /Rencana BlSl’llS;._ '_

3: '_Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa mehputl keglatfm keglatan- -

b menyusun -dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan_ e

_ : Penyusunan Rencana Umurn Pengadaan Barang/ Jasa untuk tahun
. :_anggaran benkutnya atau tahun anggaran yang akan datang dan rencana 5 -

: ?berjalan dan / atau tahun berjalan benkutnya

S :. _.1_9;:: R

. '_f'(hma) tahun ke depan, harus dlselesalkan pada tahun anggaran yang.'-f-' :



(2)
' 'Barang/ Jasa yang dlmuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran BUMD, yang

BUMD menﬁfediakan ‘biaya untuk pelaksanaan .penglilihan Penyedia |

1 mellputl

:_ a.' r,honoranum persoml organisasi Pengadaan Barang/ Jasa termasuk tim-

teknis dan tun pendukung,

" b - biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termaéuk. biaya -

®

- . pengumuman ulang,
c.. biaya pengadaan dokumen Pengadaan Barang/ Jasa; dan

d.. _":blaya lamnya yang dlperlukan untuk mendukung pelaksanaan
. Pengadaan Barang/Jasa. '

_BUMD menyedlakan ‘biaya untuk pelaksanaan pem111han Penyedla

Barang/Jasa yang pengadaannya akan dllakukan pada tahun anggaran :

o 'benkutnya

o

| Pasal 30

3Pengguna Anggaran melakukan pemaketan barang/ jasa dalam Rencana 3
‘Umum Pengadaan Barang/ Jasa - berdasarkan Rencana Ker_]a Anggaran' '
'Perusahaan/Rencana Bisnis BUMD. ' '

_Pemaketan dlla.kukan ~dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket .

:' usaha untuk usaha mikro dan usaha kecil serta koperas1 kecil tanpa -

mengabmkan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan
kualitas kemampuan teknis. :

' Dalam melakukan pemaketan barang/jasa, Pengguna Anggaran dilarang;

a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di
'beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat

_ . efisiensi - seharusnya dllakukan di beberapa loka31 /daerah masing-.
. masing;’

_ b .' ':menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis

i pekerjaannya bisa dipisahkan dan/ atau besaran nilainya seharusnya

B - dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kec11 serta koperasi kecil;

e _ memecah Pengadaan Barang/Jasa men_]adl beberapa paket dengan

(1)

- ~maksud menghindari pelelangan dan/atau

d 3 :menentukan kriteria, | persyaratan atau prosedur pengadaan yang B

"~ diskriminatif dan/atau dengan perﬁmbangan yang tidak Ob_]ektlf

Pasal 31

'Péﬁggu_na' Anggaran mengumumkan Rencana Umuni P.en'gadaan'.

.'.Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas setelah dibuat

- Rencana Kte;a Anggaran Perusahaan/ Rencana BlSl.’llS oleh BUMD

[ @

Pengumuman sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) pahng| kurang berisi :

a. nama dan alamat pengguna anggaran;
. paket pekexjaan yang akan dﬂaksanakan

b
AR :lokasn pekerjaan dan
d

d. perkiraan besaran biaya.
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_ _. .(3] :5.‘.pengumuman sebagalmana dlmaksud pada ayat (2), dllakukan dalam. o
.. Website BUMD/ Website Daerah, papan pengumuman resmi untuk -
o masyarakat dan / atau medla umum lamnya o

7 BABX. .
PROSES PENGADAAN BARANG / JASA
... Pasald32 T
) ;:'Proses Pengadaan Barang/J asa melalui Swakelola atau penuhhan Penyecha |
'_ .'Barang/Jasa dﬂaksanakan berdasarkan ketentua.n peraturan perundang— L
B undangan yang berlaku . |

e ';';_;;;'(2]' :'Proses Pengadaan Barang/Jasa dapat d1laksanakan secara Swakelola oleh_ L
L . BUMD melalul Umt Usaha _yang memiliki kua11ﬁka31 sebagal Penyedla
FRe - -Barang/Jasa dengan tujuan memngkatkan kemampuan dan/atau"
" j_ f:-ﬁmemanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia dengan tetap_
SR ;.berpedoman pada pnns1p prinsip dan etika pengadaan N A
At :_:(3)__ f"'Umt Usaha sebaga.lmana chrnaksud pada ayat (2) dlatur leblh lan_]ut dengan g
. Ea ﬁ_'-Peraturan Dzrektur R : s - |

SRR : BAB XI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN" ERE
Baglan Kesatu P
Pelatihan
ST i L - Pasal 33 - o -
i (1) Untuk pemenuhan dan penmgkatan sumber daya manusm di bldang
| Pengadaan Bara.ng/ Jasa dllakukan pelatlhan Pengadaan Barang/ Jasa:-

L (2) Program pelatlhan sumber daya manusia sebagalmana dimaksud pada ayat.
N o ( ), dlsusun berdasarkan standar kompetens1 dan dapat dllakukan secara i
| . ber_]enjang ' ' -

| Bag1an Kedua - o
Seruﬁkas1 Sumber Daya Manusna
S E TR NI e “Pasal 34 RS IR R .
S --"_Sertlﬂkas1 Keahllan Pengadaan Barang/Jasa dapat dlperoleh melalm u_}l
Gek E.'fsertn‘.ikaSI yang dﬂaksanakan oleh Lembaga Kebgakan Pengadaan Barang/Jasa
5 j. ; -;ji-'._ Pemenntah (LKPP) atau 1nst1tu31 Iam yang telah terakredlta81 N
oBaBxu
PEMBIAYAAN IR
S g ' Pasal35 |

=.Pernl::olayaan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD bersumber dan

‘a. anggaranBUMD dang;"" | ' A '_ '
b bersumber dari: pm_]aman atau hlbah dan penyertaan modal yang d1ter1ma |

| oleh BUMD | | o - -



A,

: _ BAB XIII .
PENGADAAN BARANG /JASA LAINNYA
G o Bagmn Kesatu oA 1
Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektromk ‘
. Pasal 36

| ';:Penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektromk dapat dllakukan
i 'dengan el " o _ o : : '

menggunakan smtem mforma51 yang terdln atas Layanan Peﬁgadaan o
/. Secara Elektronik (LPSE) dan sistem pendukung, R S R

. ;‘_.menggunakan s1stem sendln atau

- ___Pengadaan Barang/J asa Pemenntah (LKPP)

o

o Baglan Kedua o i
Pengadaan Barang/J asa Jangka Pan_]ang ]

~ Pasal 37 . | '

B menggunakan sustem yang dlkembangkan oleh Lembaga kebljakan .

.Untuk pekerjaan yang mem111k1 jangka waktu Ieblh dari 1 (satu) tahun atau
__ _'-=mult1-year maka BUMD dapat melakukan Pengadaan Barang/ Jasa 1 (satu):_ :

o =ﬁ : kali- untukjangka Waktu 1eb1h dari 1 (satu) tahun yang dlsesualkan dengan. ._
| E'kebutuhan Spe31ﬁk dari masmg-masmg BUMD, sepanjang kuahtas, harga, L

SRR . '_'dan tuJuannya dapat dlpertmggung]awabkan

_Dalam hal pengadaan Jangka panjang. atau multz—year, PA/ D1rektur perlu L
- membuat formula penyesualan harga tertentu (pnce adjustment) baik

: untuk kenmkan maupun penurunan yang dlsesueukan dengan kondlsl_ o

. 'f_f'pasar dan the best practlce yang berlaku

@
o : ;-'--__keglatan audlt reviu, pemantauan, evalua81, dan/ atau penyelenggaraan-
_{_;whzstleblowmg system. . S '
TR :,sejak perencanaan per31apan, pemlhhan penyed1a, pelaksanaan kontrak
- fdan serah terlma pekeljaan . |

: ':(4) Ruang llngkup pengawasan Pengadaal'l Barang/Jasa mehputl
o '.a_;.._ Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar -besarny & ‘

SR b Kepatuhan terhadap peraturan

| '?._BAB X -
‘ -PENGAWASAN .
Pasal 38

| _': _.: .('1)“:" Bupatl Wa_]lb melakukan pengawasan Pengadaan Ba_rang/Jasa rnelalui. |
i -"aparat pengawasan mtemal pada Inspektorat Daerah I

Pengawasan sebagalrnana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan me1a1u1

§: Pengawasan Pengadaan Barang/J asa sebagmmana dlrnaksud pada ayat (2)

Pencapa_lan ngkat Kornponen Dalam Negerl, o o -
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o

@
o -dan ayat (3] dlkenakan
"a. sanksi digugurkan dalam pemlllhan

-d. Penggunaan produk dalam negeri;

o e Pencada_ngan dan peruntukan paket untuk ‘usaha kecﬂ dan

- f.  Pengadaan berkelanjutan.

(5)

Pengawasan sebagaimana dlmaksud pada ayat (4) dapat dilakukan

_ bersama. dengan instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan
o urusan pemennta.han di bldang pengawasan keuangan daerah

Hasil pengawasan dlganakan ‘sebagai alat pengendahan pelaksanaan i
Pengadaan Barang/ Jasa.
BAB XV
SANKSI
 Pasal 39

(1)
S .pelaksanaan pemlllhan penyedia adalah : §

Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dlkenakan sank31 dalarn

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/ tJdak benar untuk

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;

b. terindikasi melakukan persengkongkolan dengan peiserta lain untuk

mengatur harga penawaran,;

. c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme ~dalam

(2)

(3)

pemilihan penyedia; atau

d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dap?t diterima oleh

' panitia pemilihan/pejabat pengadaan.

Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ

_ yang dapat. dlkenakan sa_nks1 ‘adalah pemenang pemlllhan mengundurkan
“diri sebelum penandatanganan kontrak. ' ‘ '

Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sank31 adalah :

a. tidak melaksanakan kontrak, tidak . ‘menyelesaikan pekerjaan, atau

tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;

b, menyebabkan kegagalan bangunan;

~c.  menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;

. melakukan kesalahan dalam perhltungan volume hasil peker]aan
. berdasarkan hasil audit; '

.'ef' menyerahkan barang/_]asa yang kuahtasnya ndak sesuai dengan

kontrak berdasarkan hasil audit; atau

| L | terlambat menyelesmkan pekerjaan sesuai dengan kontrak

_ o Ao o‘

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), ayat (2),

sank51 pencairan jamman,
sanksi daftar hitam; -

.- sanksi gantl keruglan dan / atau
sank31 denda '

23
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e (5} Pelanggaran atas ketentuan sebagalmana dlmaksud pada| _
G a ayat. (1) huruf a sampal dengan huruf c dlkenakan sank51 dlgugurkan_zr o

= S ::dalam pemﬂlhan, sank31 pencalran Jamman penawaran da.n sank81 B
' daftar h1tam selama 2 (dua) tahun; | |
i ). ayat (1) huruf d dlkenakan sank31 pencalran _]amman penawaran dan Ak
S "_'Sankm daftar hltam selama 1 (satu) tahun :

c ayat (2) dlkenakan sank31 penca_tran Jamman penawaran dan sanks1 :

| '3‘:daftar h1tam selama 1 (satu) tahu_n

Ea d ayat (3) huruf a dikenakan sank31 penca_u'an Jam11|1an pelaksanaan'_"f :

. atau sanksi penca1ran _]amman pemelﬂ]araan, dan Sank81 daftar hitam E

s selama 1 (satu) tahun | ' : :

o e .'ayat (3) ‘huruf b sampal dengan huruf e dlkenakan sanksa gan'f-l
. ';keruglaﬂ sebesar mlal keruglan yang dltlmbulkan atau o

o f L ayat (3) huruf f dlkenakan sankm denda keterlambatan

® P Pasal40 . :
3 ( _1') E'Pengenaan sanks1 daftar hltam sebagalmana dlmaksud dalarn Pasal 39'

. ‘ayat (5) huruf a dltetapkan oleh PA atas usulan pamtla pemlhhan/pejabat | o

e - pengadaan SN . . : o
3 (2) Pengenaan sank31 daftar h1tam sebagalmana dlmaksud (|ialam Pasal 39
ayat (5) huruf b dltetapkan oleh PA atas usulan panitia pemlhhan/ pejabat

pengadaan

: ._(3)'_' F'engenaan sanksi daftar hltam sebagalmana dlmaksud dala_m Pasal 39_
: . : ayat (5) huruf.c dan pasal 36 ayat (5) huruf d, dltetapkan oleh PA: atas-f_ Lo
__ff_usulanPPK R s L T T o
- (4)' __Pengenaan sank31 denda keterlambatan sebagalmana dlmaksud dalam:
S LR '_ o Pasal 39 ayat (5) huruf £ dltetapkan oleh PPK clalam kontrak sebesar 1%
o ﬁ. R ;-; SN = (satu perrml) dari n11a1 kontrak atau n11a1 baglan kontrak untuk sehap han
SR :_j-",:.keterlambatan Tl D R T
i _(5)_ '5N11a1 kont:rak atau mlau bag1an kontrak sebagajmana dlrnaksud pada ayat' s
R '_'(4) ndak termasuk Pajak Pertambahan N11a1 (PPN) | o o
(6) 'Sankm daftar hitam sebagalmana dlmaksud pada ayat (1] sarnpal dengan |
| r'_-_-_ayat (3) berlaku sejak dltetapkan - - . : >

Pasa141 |

Dalam hal tel‘_}adl pelanggaran sebagalmana dlmaksud dalarn Pasal 39 ayat (1)
huruf a sampar dengan huruf « c, BUMD melaporkan secara pldana

L (1) Sa_nks1 admuustratzf dlkenakan kepada PA/ PPK/ Pamtla Permllhan / Pejabat .
PR 'Pengadaan/Panma Pemenksa Hasﬂ Pekexjaan / Pejabat Pemerlksa Hasil '
e -'Pekexjaan yang lalal melakukan - suatu. perbuatan yang menjach B
., kewajibannya. = o EE It I D



o __:(2) Pembenan sanks1 adnnmstratlf sebagmmana dlmaksud pada ayat (1)
dllaksanakan oleh Pe_]abat Pemblna Kepegawalan/ pejahat yang berwenang

sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang—undangan

.(3) Sanksn hukuman dlslphn nngan sedang, atau - berat d1kenakan kepada -
PA/ PPK/ Pamtxa Pemlhhan/ Pejabat Pengadaan/ Panitia Pemenksa ‘Hasil

pakta 1ntegr1tas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persamgan Usaha
peradllan Umum, atau Peradﬂan Tata Usaha Negara : '

_ N Pasal43 o '
S (1) PA menyarnpalkan 1dent1tas peserta pemilihan/penyedia yang dlkenakan
sa.nkm daftar. h1tarn kepada unit kerja yang melaksanakan fung31 layanan

pengadaan secara elektromk untuk dltayangkan dalam Daftar Hltam
Nasmnal . : : l £

- (2] LKPP menyelenggarakan Daftar H1tam Nasmnal

S BABXVI \

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
e | - Pasal 44 :

2 (1) Penyelesalan sengketa kontrak antara PPK dan Penyedla -dalam
. pelaksanaan kontrak ‘dapat dilakukan melalui layanan penyelesajan
‘ ' sengketa kontrak arbltrase, atau- penyelesa.lan melalui pengadllan
= (2) LKPP menyelenggarakan layanan ‘ penyelesalan ' sengketa : kontrak
sebagalmana dlmaksud pada ayat(l) L S : :

BAB XVII' . -
e T EEULUS o PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK

® - pasAL4s _
SN _:' -'(1) Pemenntah ‘Daerah - member1kan pelayanan ‘hukum kepada Pelaku
o Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadap1 permasalahan hukum terkalt_

Pengadaan Barang/Jasa ‘ |
A : (2) Pelayanan hukum sebaga1mana dunaksud pada ayat (1) d1benkan sejak' -
. ' proses penyehdlkan hlngga tahap putusan pengadllan '
::(3) Pelaku pengadaan sebagannana dimaksud pada ayat (1) d1kecua11kan untuk _f
Penyed1a, ormas, _kelompok masyarakat penyelenggara swakelola dan
pelaku uséha yang bertmdak sebagal Agen Pengadaan ‘ R

L BAB XVII
KETENTUAN LAIN- LAIN
- Pasal 46

_3_.; ( 1) Peraturan Bupatl ini berlaku untuk semua: Pengadaan Barang/Jasa yang
...... berasal dan anggaran BUMD 3 : : : _ .

Pekexjaan/ Pejabat Pernerlksa ‘Hasil Pekerjaan yang terbukti melanggar“ L



(2) Pengadaan bazang/jasa pada BUMD merupakan Pengadaan Barang/Jasa' '
~untuk mvestam yaitu pengadaan untuk belanja modal dalam rangka |
- penambahan aset dan/atau pemngkatan kapasxtas '

(33)' ‘Standar harga kebutuhan barang/Jasa BUMD berpedoman pada standar
e satua.n harga daerah yang ber]aku

4 _Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan BUMD tidak termuat

- 'da.lam standar satuan harga daerah ditetapkan dengan Keputusan -
_ 3'3D1rektur - : _ E _
sy Petun_]uk teknis pelaksana Peraturan Bupa’u ini dibuat masmg-masmg -
g dengan Keputusan Dlrektur BUMD

BAB XIX |
KETENTUAN PENUTUP :
 Pasal 47
o Peraturan Bupau ini mulai berlaku pada tanggal dmndangkan )
St 'Agar setlap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan. :
L Bupatl ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kaf:)upaten Kapuas :

.. Ditetapkan di Putu'ssibau" :
pada tanggal 35 Dieewser 2018

S - ' Diundangkan di Putussibau
o pada tanggal 3 Januan 2019
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